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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf e,
Pasal 76 ayat (1) huruf e, Pasal 78 ayat (1) huruf e dan
Pasal 79 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
pegawai negeri sipil yang akan diangkat dalam jabatan
fungsional keahlian dan/atau keterampilan melalui
pengangkatan pertama dan melalui perpindahan dari
jabatan lain wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi
teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah
disusun oleh instansi pembina;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d
Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002
dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan
Angka Kreditnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional
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Mengingat

Pengawas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban
menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar
dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali

Dampak Lingkungan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002
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tentang Jabatan  Fungsional Pengendali  Dampak
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;

Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002
dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan
Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/ MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengendali Dampak Lingkungan adalah pegawai negeri
sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta instansi lainnya yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau
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10.

kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas
lingkungan.

Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan
pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna
memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan
peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap
sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja serta sikap
kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat
jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri
dari kumpulan wunit kompetensi yang harus/wajib
dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/
jenjang tertentu.

Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri
dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan
kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan
pekerjaannya dan bersifat pilihan.

Pengemasan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan
unit-unit kompetensi inti dan pilihan yang harus
dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan
diduduki.

Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis

maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang
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16.

17.
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relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau
belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi
antara lain berupa panduan penilaian portofolio,
panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan
simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis.
Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah
memenuhi standar kompetensi tertentu yang
ditandatangani oleh Ketua Lembaga Sertifikasi.

Lembaga Sertifikasi adalah lembaga pelaksana kegiatan
sertifikasi kompetensi kerja yang dibentuk oleh
pemerintah untuk melaksanakan uji kompetensi dan
menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan
peraturan perundangan.

Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lembaga
sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional
Sertifikasi Profesi, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada kepala badan dan memiliki wewenang
untuk melakukan wuji kompetensi terhadap aparatur
lingkungan hidup dan kehutanan.

Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam
Negeri adalah lembaga sertifikasi yang diatur dan
ditetapkan melalui peraturan/keputusan gubernur untuk
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi aparatur
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.

Kepala Badan adalah badan yang mengurusi uji
kompetensi.

Direktorat Jenderal adalah instansi yang mengurusi

pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan.

Pasal 2
Penetapan standar dan uji kompetensi jabatan fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan dimaksudkan untuk

menjamin kesesuaian kompetensi dengan jabatannya
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